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A B S T R A K 
Penelitian ini bertujuan untuk meninjau aspek hukum 
terhadap pencemaran laut di wilayah pesisir Kabupaten 
Aceh Barat, khususnya di Pantai Ujung Karang dan 
Peunaga Cut Ujung. Permasalahan pencemaran laut di 
kawasan ini disebabkan oleh meningkatnya sampah 
anorganik, terutama plastik, yang berasal dari aktivitas 
masyarakat, wisatawan, dan pelaku usaha di sekitar 
pantai. Metode penelitian yang digunakan adalah 
deskriptif kualitatif dengan pendekatan observasional 
lapangan dan studi pustaka, serta dianalisis menggunakan 
Teori Tanggung Jawab Hukum (Legal Liability). Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum 
terhadap pencemaran laut di Aceh Barat belum berjalan 
optimal karena keterbatasan infrastruktur pengelolaan 
sampah dan kurangnya pengawasan dari instansi terkait. 
Oleh karena itu, diperlukan penguatan koordinasi antara 
pemerintah daerah dan masyarakat dalam 
mengimplementasikan regulasi pengelolaan sampah laut 
guna menjaga keberlanjutan ekosistem pesisir. 

 
A B S T R A C T 
This study aims to review the legal aspects of marine pollution in the coastal areas of West Aceh 
Regency, specifically at Ujung Karang Beach and Peunaga Cut Ujung. Marine pollution in this 
region is primarily caused by the accumulation of inorganic waste, particularly plastic, originating 
from local communities, tourists, and business activities. The research employs a qualitative 
descriptive method with a field observation and literature study approach, analyzed through the 
Theory of Legal Liability. The findings indicate that law enforcement regarding marine pollution in 
West Aceh has not been optimal due to limited waste management infrastructure and insufficient 
supervision by relevant authorities. Therefore, strengthened coordination between the local 
government and the community is essential to implement marine waste management regulations 
effectively and ensure the sustainability of the coastal ecosystem. 
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PENDAHULUAN   

Lingkungan laut memiliki peran strategis dalam menunjang kehidupan di 

Indonesia sebagai negara kepulauan yang sebagian besar wilayahnya berupa perairan. 
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Laut tidak hanya berfungsi sebagai jalur transportasi dan sumber pangan (Liana dkk., 

2024), tetapi juga menopang sektor ekonomi, pariwisata, dan mata pencaharian masyarakat 

pesisir (Nurholis & Mokodompit, 2024). Ekosistem laut yang sehat memberikan kontribusi 

signifikan terhadap ketahanan pangan nasional melalui hasil perikanan, serta menjadi aset 

pariwisata bahari yang mendukung perekonomian daerah. Selain memiliki nilai ekologis 

dan ekonomis, lingkungan laut juga memiliki dimensi yuridis yang kuat karena 

perlindungannya berkaitan langsung dengan kewajiban negara dalam menjamin hak atas 

lingkungan hidup yang baik dan sehat. Dalam perspektif hukum lingkungan, 

perlindungan laut merupakan bagian dari tanggung jawab konstitusional negara yang 

harus diwujudkan melalui kebijakan dan penegakan hukum yang efektif (Manik dkk., 

2024). Kerusakan lingkungan laut akibat pencemaran akan berdampak langsung pada 

keberlanjutan ekosistem serta kesejahteraan masyarakat yang bergantung padanya. Oleh 

karena itu, perlindungan lingkungan laut merupakan bagian penting dari upaya menjaga 

hak masyarakat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana dijamin oleh 

hukum nasional (Ramadita dkk., 2025). 

Salah satu penyebab utama pencemaran lingkungan laut adalah meningkatnya 

sampah anorganik, khususnya sampah plastik, yang berasal dari aktivitas manusia di darat 

maupun kawasan pesisir (Harefa dkk., 2023). Sampah plastik memiliki sifat sulit terurai 

secara alami sehingga dapat bertahan dalam jangka waktu lama dan mengakumulasi 

pencemaran di laut. Penelitian menunjukkan bahwa plastik merupakan komponen 

dominan dalam komposisi sampah laut di Indonesia, dengan persentase mencapai lebih 

dari 35% dari total sampah yang ditemukan di wilayah pesisir (Chen dkk., 2021). Dampak 

yang ditimbulkan tidak hanya merusak ekosistem laut seperti terumbu karang dan biota 

laut, tetapi juga mengancam kesehatan manusia melalui rantai makanan karena 

mikroplastik yang terkandung dalam ikan dapat dikonsumsi oleh manusia. Sampah plastik 

juga mengganggu aktivitas ekonomi masyarakat pesisir, termasuk sektor pariwisata dan 

perikanan yang sangat bergantung pada kebersihan dan kelestarian lingkungan laut 

(Nengsi & Mokodompit, 2024). 

Permasalahan pencemaran laut akibat sampah plastik tidak hanya merupakan 

persoalan ekologis (Miharti dkk., 2025), tetapi juga persoalan hukum yang menuntut 

tanggung jawab negara dalam melindungi lingkungan hidup warganya. Undang-Undang 

Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 

menegaskan bahwa negara wajib menjamin perlindungan lingkungan hidup serta 

mencegah terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan (Margareta & Boediningsih, 

2023). Undang-undang ini mengatur sanksi administratif, perdata, dan pidana bagi pelaku 
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pencemaran lingkungan sebagai bentuk penegakan hukum. Selain itu, pencemaran laut 

dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap prinsip pembangunan berkelanjutan 

dan hak masyarakat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat (Setyo Amirullah, 2025). 

Namun, implementasi penegakan hukum lingkungan di Indonesia masih menghadapi 

berbagai kendala, termasuk lemahnya pengawasan, minimnya koordinasi antar lembaga, 

serta kurangnya konsistensi dalam penerapan sanksi terhadap pelanggar (Rabani & 

Pasaribu, 2024). Oleh karena itu, hukum lingkungan berperan penting sebagai instrumen 

pengendalian dan penegakan terhadap pelaku pencemaran (Perdana Yoga dkk., 2025). 

Sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam menangani sampah laut, Indonesia 

telah menetapkan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2018 tentang Penanganan Sampah 

Laut yang menargetkan pengurangan sampah laut sebesar 70% pada tahun 2025, 

khususnya sampah plastic (Hendar dkk., 2022). Peraturan ini merupakan wujud nyata dari 

komitmen Indonesia yang disampaikan pada World Ocean Summit 2017 di Bali untuk 

mengurangi pencemaran plastik di laut. Perpres ini menekankan pentingnya sinergi antara 

pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam pelaksanaan Rencana Aksi 

Nasional Penanganan Sampah Laut melalui strategi, program, dan kegiatan yang terukur 

dan terarah (Hendar dkk., 2022). Namun, berbagai penelitian menunjukkan bahwa 

implementasi kebijakan ini di lapangan masih menghadapi kendala signifikan, seperti 

lemahnya pengawasan dari dinas lingkungan hidup, minimnya fasilitas pendukung 

pengelolaan sampah di kawasan pesisir, rendahnya anggaran daerah untuk program 

penanganan sampah laut, serta rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya 

menjaga lingkungan laut. Kendala-kendala tersebut menyebabkan target pengurangan 

sampah laut belum dapat dicapai secara optimal (Amara dkk., 2023). 

Kabupaten Aceh Barat merupakan wilayah pesisir yang memiliki potensi 

pariwisata bahari namun sangat rentan terhadap pencemaran laut akibat aktivitas 

masyarakat, wisatawan, dan pelaku usaha di sekitar pantai. Berdasarkan data Sistem 

Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN), komposisi sampah di wilayah pesisir 

Aceh Barat didominasi oleh sisa makanan (38,04%), kayu dan ranting (23,25%), dan plastik 

(19,55%) (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2024), yang menunjukkan 

tingginya kontribusi aktivitas manusia terhadap pencemaran laut . Sampah plastik yang 

tidak dikelola dengan baik, ditambah dengan minimnya fasilitas tempat pembuangan 

sampah di kawasan pantai, sering kali mencemari pesisir dan laut sehingga mengancam 

ekosistem laut dan keberlanjutan lingkungan setempat (Manik dkk., 2024). Kondisi ini 

menunjukkan adanya kesenjangan yang signifikan antara regulasi yang telah ditetapkan 

di tingkat nasional dan pelaksanaannya di tingkat daerah, yang disebabkan oleh 
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kurangnya komitmen pemerintah daerah, lemahnya sosialisasi kepada masyarakat, dan 

tidak adanya sanksi yang tegas terhadap pelanggar. Oleh karena itu, penelitian mengenai 

aspek hukum pencemaran laut di wilayah pesisir Aceh Barat menjadi penting untuk 

mengkaji efektivitas penegakan hukum lingkungan serta merumuskan upaya perbaikan 

yang berkelanjutan melalui peningkatan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah, 

penguatan kapasitas lembaga pengawas lingkungan, dan peningkatan partisipasi aktif 

masyarakat dalam menjaga kebersihan pantai (Fatahillah dkk., 2023). 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan 

observasional lapangan dan studi pustaka. Pendekatan deskriptif kualitatif dipilih karena 

penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis kondisi pencemaran laut 

secara mendalam berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan di lapangan (Safira dkk., 2024). 

Metode ini sangat sesuai untuk mengkaji aspek hukum pencemaran laut yang melibatkan 

interaksi kompleks antara regulasi, implementasi, dan perilaku masyarakat karena 

menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari narasumber dan 

perilaku yang diamati (Husna dkk., 2024). Penulis melakukan survei langsung ke beberapa 

lokasi di Kabupaten Aceh Barat, khususnya pantai Ujung Karang dan Peunaga Cut Ujung, 

untuk mengamati kondisi nyata pencemaran laut yang diakibatkan oleh sampah rumah 

tangga, pengunjung wisata, dan limbah tambang batubara. Observasi dilakukan secara 

visual tanpa menggunakan alat uji laboratorium. Metodologi penelitian hukum yang 

komprehensif diperlukan untuk memahami fenomena hukum secara mendalam dan 

mengurai permasalahan hukum kontemporer (Ayuzauri dkk., 2024) yang terjadi di 

wilayah pesisir. 

Selain melakukan observasi lapangan, peneliti juga mengumpulkan dan 

menganalisis data sekunder yang diperoleh dari berbagai sumber resmi seperti laporan 

pemerintah, artikel ilmiah, dan data publikasi lingkungan yang relevan dengan kondisi 

pencemaran laut di Aceh Barat. Penggunaan data sekunder dalam penelitian ini meliputi 

peraturan perundang-undangan terkait perlindungan lingkungan laut, khususnya 

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan 

Lingkungan Hidup, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, 

dan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2018 tentang Penanganan Sampah Laut. Data 

sekunder ini berfungsi untuk mendukung hasil observasi lapangan dan memperkuat 

analisis mengenai dampak pencemaran laut terhadap lingkungan pesisir pantai serta untuk 

mengkaji efektivitas implementasi regulasi yang ada di tingkat daerah. Penggunaan 
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sumber hukum sekunder dan literatur hukum ini bertujuan untuk memberikan kerangka 

analisis yang komprehensif terhadap dinamika perlindungan lingkungan hidup saat ini 

(Ayuzauri dkk., 2024). 

Selain observasi dan studi pustaka, penulis juga melakukan wawancara semi-

terstruktur dengan masyarakat pesisir dan pengunjung wisata untuk memperoleh 

informasi yang mendalam mengenai penyebab pencemaran, upaya penanggulangan yang 

telah dilakukan, serta pandangan masyarakat terhadap kebijakan pengelolaan sampah . 

Teknik wawancara semi-terstruktur dipilih karena memungkinkan peneliti untuk 

menggali informasi secara lebih mendalam dan memperoleh perspektif langsung dari 

masyarakat yang terdampak pencemaran laut (Rahmat Azhar & Erick, 2023). Dengan 

teknik ini, pertanyaan-pertanyaan kunci tetap terjaga untuk menjaga fokus wawancara, 

namun pewawancara tetap dapat mengeksplorasi topik lain yang relevan secara lebih 

bebas sehingga data yang diperoleh lebih kaya dan kontekstual. Untuk memperkuat hasil 

wawancara, dilakukan pula studi pustaka dengan menelaah berbagai sumber seperti 

laporan pemerintah, jurnal ilmiah, dan peraturan perundang-undangan terkait 

pengelolaan lingkungan laut (Zulkarnain dkk., 2022). Studi pustaka dilakukan melalui 

penelaahan dan analisis terhadap teori serta literatur yang relevan dengan fokus penelitian, 

sehingga data sekunder ini dapat digunakan untuk mendukung analisis dan memperkuat 

validitas temuan lapangan melalui proses triangulasi data. 

Analisis dalam penelitian ini didasarkan pada Teori Tanggung Jawab Hukum (Legal 

Liability). Teori ini menekankan bahwa setiap subjek hukum yang menimbulkan kerugian 

bagi lingkungan atau melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan wajib 

memikul beban pertanggungjawaban. Secara spesifik, penelitian ini mengacu pada prinsip 

tanggung jawab negara (state responsibility) yang mewajibkan pemerintah menjamin hak 

atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta mencegah terjadinya pencemaran dan 

kerusakan lingkungan sesuai dengan mandat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. 

Untuk memastikan keabsahan dan kredibilitas data penelitian, penulis menerapkan 

teknik triangulasi data yang menggabungkan berbagai sumber dan metode pengumpulan 

data. Dalam penelitian ini, triangulasi dilakukan melalui tiga cara: pertama, triangulasi 

sumber dengan membandingkan hasil wawancara dari berbagai narasumber seperti 

masyarakat pesisir, pengunjung wisata, dan perwakilan dinas terkait; kedua, triangulasi 

metode dengan menggabungkan data dari observasi lapangan, wawancara, dan studi 

pustaka; ketiga, triangulasi teori dengan menganalisis data berdasarkan berbagai 

perspektif teoritis hukum lingkungan dan kebijakan public (Situmeang & Parinduri, 2025). 
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Proses triangulasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa temuan penelitian tidak hanya 

berdasarkan pada satu sumber atau metode saja, melainkan telah diverifikasi melalui 

berbagai sudut pandang sehingga menghasilkan kesimpulan yang lebih valid dan dapat 

dipercaya. Triangulasi data merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data yang 

memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data tersebut untuk keperluan pengecekan atau 

sebagai pembanding terhadap data yang telah dikumpulkan (Sugiyono, 2014).. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Berdasarkan observasi visual yang dilakukan selama dua kali kunjungan lapangan, 

penulis menemukan bahwa tingkat pencemaran laut di Pantai Ujung Karang dan Peunaga 

Cut Ujung tergolong tinggi. Pada garis pantai ditemukan tumpukan sampah campuran 

yang mencakup bahan organik, plastik, logam, dan tekstil. Volume sampah meningkat 

signifikan setelah akhir pekan, diduga akibat aktivitas wisatawan lokal yang tidak disertai 

fasilitas pembuangan sampah memadai.  

Berdasarkan hasil observasi lapangan, dapat disimpulkan bahwa limbah sampah 

tidak hanya bersumber dari wisatawan, melainkan penduduk sekitar dan pelaku usaha 

kelontong juga menjadi faktor penyebab utama pencemaran lingkungan pesisir. 

Sayangnya, wisatawan maupun pelaku pencemaran sampah lainnya kerap sekali 

mengabaikan betapa pentingnya menjaga lingkungan atau ekosistem laut yang ada, 

meskipun sebagian masyarakat sudah tau betapa pentingnya menjaga lingkungan laut 

agar tidak tercemar oleh sampah. Ditambah lagi fasilitas seperti tong sampah sangat jarang 

di temukan di pesisir pantai, sehingga masyarakat lebih memilih membuang sampah bekas 

makanannya dengan sembarangan. 

Identifikasi di lokasi menunjukkan ketiadaan instrumen preventif seperti papan 

informasi (banner) larangan membuang sampah ataupun sosialisasi mengenai sanksi 

hukum berdasarkan undang-undang yang berlaku guna memberikan efek jera bagi 

pelanggar. 

Bedarsarkan data yang diambil dari SIPSN - Sistem Informasi Pengelolaan Sampah 

Nasional dapat dilihat bahwa komposisi sampah bedasarkan jenis sampah yang ada di 

pesisir pantai di Aceh Barat diantaranya sisa makanan 38,04%, plastik 19,55%, kayu dan 

ranting 23,25%, kertas dan karton 11,15%, logam 3,27%, kain 2,64%, kaca 2,35%, dan masih 

ada lagi yang lainnya.  

Wawancara dilakukan dengan warga Gampong Peunaga Pasie untuk memperoleh 

data primer mengenai kondisi pencemaran laut dan implementasi kebijakan pengelolaan 

sampah di wilayah tersebut. Dari hasil wawancara yang telah dilakukan, dapat diketahui 
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bahwa warga sekitar mengaku bahwa Lembaga pemerintah KLH/PBLH jarang sekali 

turun kelapangan untuk melihat langsung keadaan sampah yang sudah mencemari pesisir 

pantai, bahkan KLH/PBLH juga jarang ikut serta dalam kegiatan pembersihan sampah 

yang ada di pesisir pantai.  

Keterbatasan kontribusi dan pengawasan dari instansi pemerintah di lapangan 

menjadi faktor signifikan yang mempengaruhi tingginya tingkat pencemaran, mengingat 

tanggung jawab konstitusional negara dalam pengelolaan lingkungan. Jika KLH/PBLH 

beserta masyarakat setempat dengan rutin melakukan pemeliharaan sampah yang ada, 

maka besar kemungkinan pesisir pantai yang awalnya tercemar oleh sampah akan menjadi 

lebih bersih kedepannya. 

Warga setempat juga mengatakan bahwa pengunjung wisata pantai sudah sering 

di tegur untuk tidak membuang sampah sembarangan, namun yang terjadi setelah itu 

adalah pengunjung wisata membuang sampah pada tempatnya hanya diwaktu warga 

setempat ada dilokasi. Selebihnya jika warga setempat tidak ada dilokasi, pengunjung akan 

membuang sampah sembarangan. 

Bukan hanya menegur saja, warga sekitar bahkan kerap sekali memarahi bahkan 

mengusir pengunjung yang jelas-jelas tidak mau mmbuang sampah pada tempatnya. Hal 

ini juga adalah langkah yang efektif agar pengunjung wisata jera untuk membuang sampah 

sembarangan kedepannya. 

Jika pesisir pantai masih tercemar oleh limbah sampah yang ada, maka Peraturan 

Presiden Nomor 83 Tahun 2018 Tentang Penanganan Sampah Laut, dalam bunyi pasal 2 

ayat (1) yang menegaskan bahwa “Dalam rangka penanganan sampah laut perlu 

ditetapkan strategi, program, dan kegiatan yang sinergis, terukur, dan terarah untuk 

mengurangi jumlah sampah di laut, terutama sampah plastik, dalam bentuk Rencana Aksi 

Nasional Penanganan Sampah Laut Tahun 2018-2025” tidaklah bejalan sepenuhnya. 

Seharusnya dengan dibuatnya peraturan ini diharapkan agar mampu mengurangi 

pencemaran sampah di laut termasuk sampah plastik, sebagai bentuk perlindungan 

lingkungan laut lewat RAN, mengingat Indonesia merupakan negara menghasil sampah 

plastik terbesar ke-5 di dunia. 

Jelas bahwa peraturan ini memberikan pedoman kepada para pemangku 

kekuasaan bahwa sejatinya pelaksanaan penanggulangan sampah plastik di laut 

merupakan tugas dari setiap pemangku kekuasaan, peraturan ini membebankan tanggung 

jawab kepada pemerintah baik pusat dan daerah untuk dapat bekerjasama dalam 

penanggulangan sampah plastik di laut Indonesia (Wijaya & Nazar Prianda, 2024). 

Rencana aksi ini merupakan sebuah momentum di mana antara pemerintah dan 
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masyarakat Indonesia dapat bersinergi untuk bersama-sama menanggulangi pencemaran 

lingkungan hidup ini yang sudah banyak merugikan baik di sektor ekonomi, pariwisata, 

dan dalam kehidupan bermasyarakat. 

Berdasarkan prinsip tanggung jawab negara menurut UU No.32 Tahun 2009, 

negara wajib melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. UU ini 

tentunya memiliki tujuan yang sama dengan tujuan dari prinsip 21 Deklarasi Stockholm 

dan UNCLOS 1982 pasal 235 ayat (1). Dalam melaksanakan asas tanggung jawab terhadap 

pencemaran dan kerusakan lingkungan, salah satu upaya yang harus dilakukan adalah 

upaya preventif dan represif. Upaya preventif dan upaya represif merupakan dua bentuk 

penegakan hukum administrasi lingkungan. Dari ketiga upaya dalam penegakan hukum 

lingkungan, yaitu sanksi administratif sebagai solusi pertama mendahului sanksi perdata 

dan pidana. Untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan pelaku usaha, sanksi 

administratif ini melingkupi pengenaan sanksi terhadap berbagai pelanggaran jika 

menyebabkan kerusakan lingkungan yang membahayakan keselamatan dan kesehatan 

manusia, pelanggaran yang melanggar ketentuan izin lingkungan, pelanggaran atas 

dugaan pemalsuan dokumen persyaratan, dan pelanggaran yang berkaitan dengan izin 

usaha. 

Realitas penegakan hukum pembuangan limbah dalam penjatuhan sanksi 

administratif nyatanya juga tidak tegas dan tidak konsisten, banyak pelaku usaha yang 

tidak taat dalam melakukan tanggung jawabnya. Diketahui pula bahwa realitas penegakan 

hukum lingkungan terkait pembuangan limbah tidak diberikan sanksi, banyak terjadinya 

kelonggaran dalam pemberian sanksi administratif. Menurut pengajar Hukum 

Lingkungan Program Doktor Ilmu Hukum Undip, Adji Samekto mengatakan penegakan 

hukum masih tataran konsep yang belum dilakukan secara nyata, ditemukan para pelaku 

industri terbukti merusak lingkungan yang mana sudah seharusnya ditindak upaya 

hukum. 

SIMPULAN DAN SARAN 

Pencemaran laut di wilayah pesisir Kabupaten Aceh Barat, khususnya di Pantai 

Ujung Karang dan Peunaga Cut Ujung, merupakan permasalahan serius yang disebabkan 

oleh perilaku masyarakat, wisatawan, serta pelaku usaha yang masih membuang sampah 

sembarangan, diperparah dengan minimnya fasilitas pengelolaan sampah dan lemahnya 

pengawasan serta penegakan hukum oleh pemerintah daerah. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa meskipun telah tersedia kerangka regulasi yang cukup 

komprehensif, seperti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan 
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Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang 

Pengelolaan Sampah, serta Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2018 tentang Penanganan 

Sampah Laut, implementasi regulasi tersebut di tingkat daerah belum berjalan secara 

optimal. Lemahnya sosialisasi, rendahnya intensitas pengawasan, serta tidak tegasnya 

penerapan sanksi administratif menyebabkan pencemaran laut terus berulang dan 

berdampak negatif terhadap ekosistem laut, sektor pariwisata, serta kesehatan masyarakat 

pesisir. 

Berdasarkan kondisi tersebut, diperlukan upaya konkret dan berkelanjutan dari 

pemerintah daerah untuk meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum terhadap 

pelaku pencemaran lingkungan laut, termasuk penerapan sanksi administratif secara tegas 

dan konsisten sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dinas lingkungan hidup 

(KLH/PBLH) perlu lebih aktif melakukan patroli rutin, sosialisasi hukum lingkungan, 

serta melibatkan masyarakat dalam kegiatan pembersihan pantai secara berkala. 

Penyediaan fasilitas pendukung seperti tempat sampah yang memadai dan papan 

informasi larangan membuang sampah beserta ancaman sanksinya di kawasan wisata 

pantai juga harus segera direalisasikan untuk mendorong perubahan perilaku pengunjung. 

Selain itu, partisipasi aktif masyarakat dan pelaku usaha di kawasan pesisir melalui gotong 

royong dan edukasi lingkungan perlu terus ditingkatkan. Sinergi antara pemerintah pusat 

dan daerah dalam pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Penanganan Sampah Laut menjadi 

kunci agar kebijakan yang telah ditetapkan tidak hanya bersifat normatif, tetapi benar-

benar efektif dalam menanggulangi pencemaran laut secara berkelanjutan. 
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